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ARMAN (B 111 05 754), Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tata 
Usaha Negara Pada Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Guna 
Bangunan (Putusan No.18/G/2007/PTUN.MKS). (dibimbing oleh Prof. 
Dr. M.Djafar Saidi. S.H. M.H dan Ariani Arifin S.H. M.H). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) hak-hak penggugat 
yang dilanggar oleh SK Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi 
Sulawesi-Selatan dan 2) pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan Putusan No.18/G/2007/PTUN.MKS. Tipe penelitian ini adalah 
case study dengan analisis kasus (case analyzes).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak Penggugat yang 
dilanggar oleh SK Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi-
Selatan atas pembatalan pendaftaran Hak Guna Bangunan adalah hak 
atas kepastian hukum, hak atas keseimbangan hak dan kewajiban, hak 
atas persamaan dihadapan hukum, hak atas perlakuan yang adil dan 
jujur, hak diperlakukan tidak sewenang-wenang, hak memenuhi 
kebutuhan/kepentingan/harapannya, hak mendapat pelayanan yang baik, 
hak berpartisipasi dalam pembangunan. 
Hakim di PTUN dalam putusannya membatalkan SK Kepala Kantor 
Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi-Selatan mengambil pertimbangan 
dengan metode penerapan/penemuan hukum dan putusan hakim adalah: 
mempersalahkan Tergugat karena mengambil sepihak keputusan yang 
mendasarkan keputusannya pada keberatan yang dilakukan pihak 
Tergugat II intervensi tanpa melibatkan pihak penggugat. Tergugat 
melanggar AAUPB dan AAUPL, terutama asas bertindak cermat (principle 
of carefulness), asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle 
of non misuse of competence), asas keadilan atau kewajaran (principle of 
non misuse of competence), asas perlindungan atas pandangan (cara) 
hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life), asas 
kecermatan formal, asas larangan Detournement de Procedure,  asas 
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A. Latar Belakang 
Salah satu sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah 
pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini 
dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya 
menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan 
terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti 
meniadakan hak-hak yang terdapat daalam ketetapan itu oleh organ 
pemerintahan. Saksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang, yaitu sanksi 
yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat. Dengan 
kata lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul setelah terbitnya 
ketetapan tersebut menjadi hapus atau tidak ada sebagaimana sebelum 
terbitnya  ketetapan itu, dan sanksi ini dilakukan  reaksi terhadap tindakan 
yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig gedrag) Sanksi 
penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal 
terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan 
pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi 
pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang 
oleh si pelanggar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu 
merupakan sanksi yang situatif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud 
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sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercelah dari segi moral, 
Melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara 
objektif tidak dapat dibenarkan lagi. 
Penarikan ketetapan sebagai sanksi ini berkaitan erat dengan sifat 
dari ketetapan itu sendiri. Terhadap ketetapan yang bersifat terikat, harus 
ditarik oleh organ pemerintahan yang mengeluarkan ketetapan tersebut, 
dan hanya mungkin dilakukan sepanjang peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar ketetapan itu menentukan. Mengenai ketetapan yang 
bersifat bebas, penarikannya sebagai sanksi kadang-kadang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan dan kadang-kadang juga tidak. 
 Penarikan kembali ketetapan itu menimbulkan persoalan yuridis, 
karena dalam HAN terdapat asas hetvermoedenvanrechmatigheid atau 
premsutiojusteacausa, yaitu bahwa pada asasnya setiap ketetapanya 
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap 
benar menurut hukum. Oleh karena itu, KTUN yang sudah dikeluarkan itu 
pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya 
oleh Hakim dipengadilan. 
 Meskipun pada dasarnya KTUN yang telah dikeluarkan tersebut 
tidak untuk dicabut kembali sejalan dengan asas praduga rechmatig dan 
asas kepastian hukum, tetapi tidaklah berarti menghilangkan 
kemungkinan untuk mencabut KTUN tersebut Kaidah HAN memberikan 
kemungkinan untuk mencabut KTUN yang menguntungkan sebagai akibat 
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dari kesalahan si penerima KTUN sehingga pencabutanya merupakan 
sanksi baginya. 
Asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara biasa disebut asas-
asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan karenanya menjadi 
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam 
pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (1) UU No.32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur: 
penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum 
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas 
tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas 
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas 
akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.    . 
Kurang atau tidak dipenuhinya asas-asas tersebut dalam suatu 
tindakan keputusan dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah, dan 
karenanya keputusan pejabat TUN pun dapat digugat bila bertentangan 
dengan asas-asas tersebut. Untuk tujuan tersebut, UU No.9 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, khususnya 
Pasal 53 ayat (2) huruf a menyebutkan: “ Keputusan Tata Usaha Negara 
yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang 
baik”.  
Kurang atau tidak dilaksanakannya asas-asas tersebut oleh pejabat 
adiministrasi/ tata usaha negara (TUN) dalam mengambil suatu keputusan 
atau bilamana terindikasi ada penyalahgunaan wewenang, dapat 
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menimbulkan suatu konsekuensi hukum yakni pembatalan keputusan. Hal 
ini sejalan dengan penjelasan Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 
sebagaimana telah diubah menjadi UU No.9 Tahun 2004 bahwa 
penyalahgunaan wewenang dijadikan dasar pembatalan suatu keputusan 
tata usaha negara, dimana badan/ pejabat tata usaha negara dalam 
mempersiapkan, mengambil dan melaksanakan keputusan maka yang 
bersangkutan harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. 
Majelis Hakim di PTUN, dalam memeriksa dan mengadili suatu 
perkara dituntut untuk berpedoman kepada UU No.14 Tahun 1970 
sebagaimana direvisi menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yang di dalamnya diatur tentang asas–asas umum 
pemerintahan yang layak (AAUPL).  
AAUPL tersebut pada prinsipinya memuat asas kepastian hukum, 
asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap 
keputusan, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas 
kesamaan dalam mengambil keputusan, asas permainan yang layak (fair 
play), asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang 
wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas 
perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi. 
Seiring berlakunya ketentuan asas-asas hukum penyelenggaraan 
pemerintahan tersebut, berkembang pula isu permasalahan seperti 
adanya oknum aparat atau pejabat publik yang kurang transparan dan 
adil, bertindak sewenang-wenang, diskriminatif, kurang cermat, 
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memanipulasi kebijakan, komersialis dan kurang optimal dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk mempersulit warga 
masyarakat tertentu dalam suatu urusan pelayanan tertentu. Demikian 
pula sebaliknya bahwa terkadang ada oknum warga atau elemen 
masyarakat yang kurang mengindahkan atau mematuhi suatu ketentuan 
hukum yang berlaku.  
Permasalahan dalam bidang pelayanan administrasi publik yang 
sering diisukan timbul salah satu diantaranya adalah dalam hal penerbitan 
surat izin Hak Guna Bangunan(HGB). Pada dasarnya, pelayanan HGB 
memiliki mekanisme atau prosedur/persyaratan yang sudah diatur dalam 
hukum dan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 
40 Tahun 1997 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Atas Tanah, namun kenyataannya belum optimal dilaksanakan dan 
dalam melindungi kepentingan masyarakat. 
Salah satu masalah yang terjadi adalah sengketa tata usaha 
negara yang melibatkan pejabat terkait di Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Asuransi Jiwa  
Bersama Bumi Putera 1912, seperti yang tercantum dalam Putusan 
No.18/G/2007/PTUN.MKS).  
Berdasarkan  kasus dalam putusan tersebut,  diperoleh gambaran 
isu permasalahanyang terjadi adalah prosedur penerbitan Surat 
Keputusan yang berisi Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-Bantaeng yang tercatat atas nama dengan Asuransi Jiwa  
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Bersama Bumi Putera 1912 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 
Obyek sengketa diawali dengan adanya permohonan pembatalan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng atas nama 
Asuransi Jiwa  Bersama Bumi Putera 1912 yang diajukan oleh ahli waris 
almarhum Haji Becce Bin Kido selaku pemilik SertipikatHak Milik Nomor 
20231/Banta-Bantaeng, yang tercatat atas nama Haji Bacce Bin Kido. 
Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota Makassar kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
.Tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa 
yang pada pokoknya membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-bantaeng atas nama Asuransi Jiwa  Bersama Bumi Putera 
1912 didasari dengan data sepihak tanpa melibatkan dimana pemohon 
mengajukan bukti Putusan Mahkamah Agung RI jo Putusan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 
71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.Pdg yang sebenarnya tidak ada 
relevansinya sama sekali, yang kemudian menjadi konsidenrans 
menimbang Surat Keputusan Tergugat, dan Tergugat telah mengabaikan 
data produk Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa berita acara 
peninjauan lokasi dan administrasi tanggal 28 Mei 2002. 
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Mengakibatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 
330/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 2497 18 Desember 1980, luas 
1.440 Meter atas nama Asuransi Jiwa  Bersama Bumi Putera 1912, 
terhisap dan (Over lepping/tumpang tindih) dengan Sertipikat Hak Milik 
Nomor 20231/Banta-Bantaeng atas nama Hajji Becce Bin Kido. 
Tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerbitkan Surat Keputusan yang 
membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-
bantaeng atas nama Asuransi Jiwa  Bersama Bumi Putera 1912 membuat 
posisi tanah Sertipikat Hak guna bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng 
yang tumpang tindih karena berada diatas sebagian Tanah sertipikat Hak 
Milik Nomor 20231/Banta-bantaeng tercatat atas nama haji bacce Bin 
Kido dan sertipikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng tersebut telah 
ikut mengambil tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 
330/Rappocini tercatat atas nama Asuransi Jiwa  Bersama Bumi Putera 
1912 (Berita acara Pengukuran/Penetapan Batas tanggal 26 Desember 
2006 dan gambar Penetapan Batas Hak milik Nomor 20231/Banta-
bantaeng, Surat Ukur No.00393/2000 tanggal 26 Desember 2006 Nomor 
230/2006). 
Sehubungan dengan sengketa tersebut, Hakim di Peradilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar menetapkan Putusan 
No.18/G/2007/PTUN.MKS, yang intinya mengabulkan permohonan 
Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dan sebaliknya membatalkan 
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Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Propinsi Sulewesi Selatan.  Hakim dalam putusannya, mempersalahkan 
pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulewesi 
Selatan. 
 Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka penulis 
bermaksud menganalisis permasalahan lebih jauh lagi dalam sebuah 
karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul “Analisis yuridis terhadap 
penerapan hukum oleh hakim PTUN dalam sengketa tata usaha negara 
pada kasus pendaftaran pembatalan hak guna bangunan (HGB) Putusan 
No. 18/G/2007/-/PTUN.MKS”. 
 
B.  Rumusan Masalah: 
1. Sejauhmana hak penggugat dilanggar oleh Surat Keputusan Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan?  
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim sehingga membatalkan 
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Sulawesi Selatan? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui hak-hak penggugat dilanggar oleh Surat 




b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan Putusan No.18/G/2007/P.TUN.Mks.  
 
2. Kegunaan Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:   
a. Manfaat akademis: 
1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 
pengembangan ilmu hukum administrasi negara. 
2) Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya 
yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini. 
b. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan, pejabat terkait, pegawai serta lembaga peradilan 






A. Pengertian  
1. Pengertian Keputusan 
Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oieh 
seorang sarjana Terman, Otto Meyer, dengan istilah verwaltungsakt. 
Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama beschikking 
oleh van Vollenhoven dan C.W. van der Pot, yang oleh beberapa 
penulis, seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willern Konijnenbelt, dan 
lain-lain, dianggap sebagai "de vader van het moderne 
beschikkingsbegrip",22 (bapak dari konsep beschikking yang modern). 
Di Indonesia istilah beschikking diperkenalkan pertama kali oleh 
WF. Prins. Istilah beschikking ini ada yang menerjemahkannya dengan 
ketetapan, seperti F Utrecht,23 Bagir Manan,24 Sjachran Basah,2S 
dan lain-lain, dan dengan keputusan seperti WF. Prins,26 Philipus M. 
Hadjon,27 SF. Marbun,28 dan lain-lain. Djenal Hoesen dan Muchsan 
mengatakan bahwa penggunaan istilah keputusan barang kali akan 
lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan 
istilah ketetapan. Menurutnya, di Indonesia istilah ketetapan sudah 
memiliki pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang 
berlaku ke luar dan ke dalam.29 Seiring dengan berlakunya UU No. 10 
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Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
istilah beschikking itu diterjemahkan dengan keputusan. 
Istilah "beschikking" sudah sangat tua dan dari segi kebahasaan 
digunakan dalam berbagai arti. Meskipun demikian, dalarn 
pembahasan ini istilah beschikking hanya dibatasi dalam pengertian 
yuridis, khususnya HAN. Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 
beschikking merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang 
bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak 
dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama. 
Menurut P. de Haan dan kawan-kawan, "De administratieve 
beschikking is de meest voorkomende en ook meest bestudeerde 
bestuurshandeling", (Keputusan administrasi merupakan [bagian] dari 
tindakan pemerintahan yang paling banyak muncul dan paling banyak 
dipelajari). Oleh karena itu, tidak berlebihan jika F.A.M. Stroink dan 
J.G. Steenbeek menganggapnya sebagai konsep inti dalam Hukum 
Administrasi Negara (een kernbegrip in het adininistratief recht). 
Di kalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam 
mendefinisikan istilah keputusan. Berikut ini akan disajikan beberapa 
definisi tentang beschikking. 
a. De beschikking is dus de wilsverklaring van een bestuursorgaan 
voor een bijzondergeval, gericht op het scheppen van een nieuwe, 
her wijzigsn of het opheffen van een bestaande rechtsverhouding. 
(Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan, 
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untuk (melaksanakan} hal khusus, ditujukan untuk menciptakan 
hubungan hukum baru, mengubah, atau rnenghapus hubungan 
hukum yang ada). 
b. Beschikking; een wilsverklaring naar aanleiding van een ingediend 
verzoekschrift, of althans een gebleken wensc of behoefte. 
(Keputusan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan 
oleh surat permohonan yang diajukan, atau setidak-tidaknya 
keinginan atau keperluan yang dinyatakan). 
c. "... Eenvoudig geworden een definitie van het begrip beschikking to 
geven: Een eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling van -een 
bestuursorgaan gericht op een concreet geval". (... secara 
sederhana, definisi keputusan dapat diberikan: suatu tindakan 
hukum publik sepihak dari organ pemerintahan yang diaujukan 
pada peristiwa konkret). 
d. Een beschikking is een individuele of concrete publiekrechtelijke 
rechts-beslissing: een beslissing van een bestuursorgaan, 
gebaseerd op een publiek-rechtelijke bevoegheid.... Geschapen 
voor een of meer individuen of met betrekking tot een of meer 
concrete zaken of situaties. Die beslissing verplicht mensen of 
organisaties tot iets, geeft ze bevoegdheden of geeft ze 
aanspraken. (Beschikking adalah keputusan hukum publik yang 
bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ 
pemerintahan, yang didasarkan pada kewenangan hukurn publik... 
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Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu 
atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu memberikan suatu 
kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan 
kewenangan atau hak pada mereka). 
e. Onder 'beschikking' kan in zijn algemeenheid worden verstaan: een 
besluit afkomstig van een bestuursorgaan, dat gericht is op 
rechtsgevolg. (Secara umum, beschikking dapat, diartikan; 
keputusan yang berasai dari organ pemerintahan yang ditujukari 
untuk menimbulkan akibat hukum). 
f. Beschikking adalah keputusan tertulis dari administrasi negara 
yang mempunyai akibat hukum. 
g. Beschikking adalah perbuatan hukum publik bersegi satu (yang 
dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu 
kekuasaan istimewa). 
h. Beschikking adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak 
dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan 
pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa. 
Keputusan dalam konteks hukum bermakna bahwa sesuatu 
yang telah ditetapkan secara sah dan berkekuatan hukum tetap. 
Keputusan administrasi negara atau tata usaha negara berarti 
keputusan yang memiliki landasan hukum dan telah ditetapkan 
sebagai suatu kebijakan untuk dilaksanakan.  
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Keputusan erat kaitannya dengan pembuat keputusan 
(decision maker) atau pengambil keputusan. Pembuat atau 
pengambil keputusan adalah orang atau badan yang memiliki 
kewenangan untuk menetapkan suatu keputusan sesuai wewenang 
yang melekat pada diri atau jabatannya.  
2. Pembatalan  
Dalam Kamus Hukum, istilah batal berarti tidak sah, tidak 
berlaku, tidak dapat digunakan, hapus. Dapat pula dimaknai 
sebagai penundaan atau penghapusan suatu keputusan oleh 
keputusan yang lebih tinggi(JT Simorangkir, 2002). 
Pembatalan suatu keputusan adalah tidak memberlakukannya 
keputusan tersebut baik untuk sementara atau dalam jangka waktu 
tertentu maupun untuk selamanya. Dalam arti lain bahwa 
pembatalan dapat disinonimkan sebagai tindakan menghapus atau 
tidak mengakui atau tidak memberlakukan suatu keputusan karena 
adanya putusan yang lebih tinggi yang menetapkannya lain.  
Hakim di PTUN menghapus, menyatakan tidak berlaku, 
menunda ataupun meniadakan suatu keputusan. 
Hakim yang memutuskan pembatalan suatu keputusan 
pejabat negara atau administratur negara juga berarti keputusan 
pejabat tersebut gugur atau dinyatakan tidak berlaku.Putusan 




3. Gugatan dan Sengketa Tata Usaha Negara 
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke 
Pengadilan untuk mendapatkan putusan (Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986). 
Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa 
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau 
badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa 
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). 
Dalam proses gugatan, biasanya ada pihak-pihak yang 
mengajukan gugatan disebut Penggugat, dan pihak yang menerima 
gugatan atau menjadi alamat / sasaran gugatan disebut Tergugat.  
Penggugat, menurut Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 
adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha 
Negara dan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan 
yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, 
dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi. 
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Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan 
bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada 
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh 
orang atau badan hukum perdata 
B. Dasar Hukum Keputusan Administrasi Negara dan Supremasi 
Hukum 
Kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara berdasar 
atas hukum (rechtstaat) bukan berdasar kekuasaan belaka (machtstaat), 
menuntut penegakan supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Hal ini juga berarti siapapun termasuk pejabat 
pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku.  
Gautama (1994) mengemukakan ciri negara hukum antara lain : 1) 
supremacy of the law, 2) equality before the law, dan 3) constitution based 
on the human right. Ciri sebagai supremacy of the law mengindikasikan 
bahwa setiap tindakan administrasi negara haruslah berdasarkan hukum 
yang berlaku, atau yang disebut asas legalitas.  
Asas legalitas bukan berarti suatu negara sudah pasti dikatakan 
negara hukum melainkan hanya merupakan satu unsur dari negara 
hukum, dan masih harus memperhatikan unsur-unsur lainnya seperti 
kesadaran hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan baik dari 
rakyat maupun pemimpinnya. (TUN) (Gautama,1994). 
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Ciri supremasi hukum dalam negara hukum, menuntut adanya 
sumber hukum dalam penyelengaraan pemerintahan negara dan tata 
usaha negara. Paton membedakan sumber hukum yaitu sumber hukum 
formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber 
hukum yang dikenal dari bentuknya, berlaku umum, diketahui dan ditaati, 
dan dari padanya diperoleh kualifikasi kaidah sebagai kaidah hukum dan 
oleh yang berwenang ia merupakan suatu kaidah hukum sehingga 
diperlukan badan yang berwenang, dan kewenangan tersebut diperoleh 
dari kewenangan badan yang lebih tinggi. Sedangkan sumber hukum 
materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum.  
Sumber hukum formil dalam Tata Negara Indonesia tidak hanya 
terbatas pada sumber hukum tertulis. Sumber hukum tersebut pertama 
dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum, yang 
selain merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah 
kenegaraan, juga merupakan dasar ketentuan lainnya.  
Menurut Diana Halim Koentjoro (2004 :46), terdapat dua sumber 
hukum bagi tindakan administrasi negara yang merupakan juga sumber 
hukum TUN, yaitu : 1) sumber hukum tertulis, dan 2) sumber hukum tidak 
tertulis, yang dalam Hukum Administrasi Negara terkenal dengan sebutan 
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) atau General 
Principles ofGood Government (dalam bahasa Belanda disebut Algemen 
Bepalingen van Behoorlijk Bestuur disingkat ABBB). 
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Sumber hukum tertulis bagi administrasi negara adalah tiap 
peraturan perundang-undangan dalam arti materiiI yang berisi pengaturan 
tentang wewenang badan pejabat TUN untuk melakukan tindakan hukum 
TUN. Hal ini belum dikodifikasi tapi tersebar dalam bentuk undang-undang 
khusus maupun peraturan lainnya.  
Sumber hukum tidak tertulis adalah merupakan sarana 
pengawasan dari segi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan 
terhadap tindakan administrasi negara yang bebas. Kebebasan yang 
dimaksud adalah tindakan administrasi negara yang tetap terikat pada 
asas legalitas dan masih dalam batas koridor hukum, sehingga 
diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan dan masyarakat-pun 
mendapat perlindungan hukum. (Diana Halim Koentjoro (2004) 
Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa 
penyalahgunaan wewenang dijadikan dasar pembatalan suatu keputusan 
tata usaha negara, dimana badan/ pejabat tata usaha negara dalam 
mempersiapkan, mengambil dan melaksanakan keputusan maka yang 
bersangkutan harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. 
 
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL)  
 
1. Pengertian  
Di kalangan penulis HAN di Indonesia terdapat perbedaan 
penerjemahan algemene beginselen van behoorlijk bestuur terutama 
menyangkut kata heginselen dan behoorlijk. Ada yang menerjemahkan kata 
beginselen dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan asas-asas. Sementara 
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itu, kata behoorlijkditerjemahkan dengan yang sebaiknya, yang baik, yang 
layak, dan yang patut. Dengan penerjemahan ini algemen beginselen van 
behoorlijk bestuur menjadi prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau asas-asas 
umum pemerintahan yang baik atau yang sebaiknya (Ridwan HR, 2010 
:241) 
SF. Marbun (2001) menggunakan istilah asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, kemudian kemudian menggunakan istilah "yang 
patut” dengan alasan bahwa pada kata patut di dalamnya terkandung 
pengertian baik dan layak. 
Dalam bahasa Belanda menurut Kuipers RK (1901), istilah 
"behoorlijk" berarti betamelijk dan passend, yaitu pantas; patut, cocok, 
sesuai, dan layak. Di samping itu, juga berarti fatsoenlijk, betamelijk wijze, 
yakni sopan dan terhormat; tata cara yang pantas dan sopan. Dengan 
mengacu kepada kata asal behoorlijk ini; yang semuanya menunjukkan 
kata sifat dan berarti ada yang disifati yaitu bestuur, maka penerjemahan 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur menjadi asas-asas umum 
pemerintahan yang layak kiranya lebih sesuai dari segi kebahasaan. 
(Ridwan HR, 2010 : 246). 
Wiarda (Jazim Hamidi,1999:12) menjelaskan sebagai berikut :  
"Asas-asas umum pemerintahan yang layak itu merupakan 
tendensi-tendensi (kecenderungan) etik, yang menjadi dasar 
hukum tata usaha negara kita, baik yang tertulis maupun yang 
tidak tertulis -termasuk praktek pemerintahan- dan dapatlah 
diketahui pula bahwa asas-asas itu untuk sebagian dapat 
diturunkan dari hukum dan praktek, sedangkan untuk sebagian 




F.H. Van der Burg dan G.J.M. Cartigny lebih spesifik 
mendefinisikan AAUPPL yaitu sebagai "asas-asas hukum tidak tertulis 
yang harus diperhatikan oleh Badan atau Penjabat Administrasi Negara 
dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh Hakim 
Administrasi." (Indroharto, 1993) 
Jazim Hamidi (1999) mengemukakan pengertian AAUPL sebagau 
berikut: 
1) AAUPL merupakan niiai-nilai etik yang hidup dan berkem 
bang dalam lingkungan hukum administrasi negara. 
2) AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi 
negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji 
bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi 
negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai 
dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. 
3) Sebagian besar dari AAUPL masih merupakan asas-asas yang 
tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik 
kehidupan di masyarakat. 
4) Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis 
dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. 
Indroharto (1993) mengemukakan bahwa sebenarnya AAUPL itu 
merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus 
berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum 
pemerintahan. 




Sebelum istilah Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan 
Yang Layak (AAUPL) digunakan dalam sistem perundang-undangan di 
Belanda, ada oposisi besar dari kalangan Penjabat Administrasi Negara. 
Mereka khawatir, Hakim atau Peradilan Administrasi yang bebas (the 
independent administrative courts) akan menggunakan istilah itu untuk 
membuat putusan-putusan mengenai kebijakan politik. Kekhawatiran 
semacam itu sekarang sudah tidak relevan lagi, karena Administrasi 
Negara masih mempunyai kebebasan bertindak berdasarkan asas "Nach 
freies Ermessen". Istilah ini pada akhirnya mendapat tempat yang layak 
dalam Perundang-undangan dan Yurisprudensi di Belanda. 
Ketentuan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 di atas, mengandung 
maksud adanya suatu penyerahan umum (algemene opdracht) kepada 
Hakim Administrasi untuk menguji segi "rechtmatigheid" Keputusan 
Administrasi Negara. Hakim Administrasi dalam melakukan pengujian 
tidak saja menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum 
tertulis (satu-satunya alat ukur), namun dapat menggunakan juga alat ukur 
lain berupa kaidah hukum tidak tertulis (AAUPL). 
Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 
mengatur :  
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : 
a. Keputusan Administrasi Negara yang digugat itu bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Badan atau Penjabat Administrasi Negara pada waktu 
mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari 
maksud diberikannya wewenang tersebut. 
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c. Badan atau Penjabat Administrasi Negara pada waktu 
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang 
tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada 
pengambilan atau tidak sampai pada pengambilan keputusan 
tersebut. 
 
Rumusan tersebut memuat asas larangan "penyalahgunaan 
wewenang" dan asas larangan "bertindak tidak sewenang-wenang", 
keduanya termasuk bagian dari AAUPL. 
Menurut Indroharto (1993), walaupun AAUPL tidak dicantumkan 
secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 
di atas, namun Hakim Administrasi dapat menguji atau menilai apakah 
Keputusan Administrasi Negara (beschikking) yang disengketakan itu 
bersifat melawan hukum atau tidak. 
Indroharto(1993) memerinci dasar-dasar pertimbangan untuk 
menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, ke dalam 
empat ukuran: 
1) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
2) Melanggar larangan detournement de pouvoir. 
3) Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan 
willekeur). 
4) Bertentangan dengan AAUPPL. 
Keberadaan AAUPPL di samping sebagai "pedoman" bagi 
Administrasi Negara dalam menjalankan service public, ia merupakan 
"alat uji" yang dapat digunakan oleh Hakim Administrasi. Karena itu, 
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penerapan AAUPPL merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and stable government). 
3. Asas-asas umum keputusan 
Indroharto (1993) merangkum pendapat-pendapatyang 
dikemukakan olehJ.G. Stenbeek, Van der Burg, M.C. Burkens, H.D. van 
Wijk, dan Wille Konijnenbelt. Namun lebih memperhatikan pendapat 
Willem Konijnenbelt dalam melakukan pengelompokan keseluruhan asas, 
ke dalam tiga tahapan, yaitu: 
a. Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan. 
Dalam kategori ini terdiri dari tiga macam asas yaitu; asas 
persiapan yan cermat (asas kecermatan formal), asas fair play, dan 
asas larangan detournement de prosedur. 
1) Asas Kecermatan Formal 
Asas kecermatan formal atau asas persiapan yang cermat 
menghenda agar pada masa mempersiapkan suatu keputusan 
semua faktor dan keadaan yang relevan benar-benar diteliti dan 
dipertimbangkan secerrrr mungkin. Apalagi kalau putusan yang 
akan diambil itu menyangkut masalah pencabutan beschikking 
yang menguntungkan, berupa pembebanan suatu sanksi, dan 
menyangkut masalah pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, 
sebelum putusan dijatuhkan oleh Hakim Peradilan Administrasi 
maka pihak yang terkena harus didengar pendapatnya, demikian 
juga keterangan saksi ahli sangat diperlukan. Sebab apabila tidak, 
sudah tentu keputusan yang demikian itu tidak sesuai dengan asas 
persiapan yang cermat. 
2) Asas Fair Play 
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Asas ini pada garis besarnya menghendaki agar semua 
kemungkinan yang terbuka bagi warga masyarakat untuk membela 
kepentingannya jangan dihalang-halangi oleh tindakan-tindakan 
formal menurut undang-undang dari pihak Penguasa. Harus 
dihindarkan pula dari sikap yang tampaknya memihak.  
3) Asas Larangan Detournementde Procedure 
Apabila suatu keputusan itu dikeluarkan menurut prosedur yang 
sebenarnya tetapi tidak diperuntukkan bagi keputusan tersebut, 
atau dengan kata lain kalau suatu tujuan itu diperoleh melalui suatu 
prosedur yang salah, maka di situlah terdapat "detournement de 
procedure". 
b. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan 
Maksud asas formal di sini adalah mengenai pertimbangan dari 
keputusan yang bersangkutan serta mengenai kejelasan dari rumusan 
keputusan bersifat material atau substansial adalah; asas kepastian 
hukum, asa persamaan, asas larangan bertindak tidak sewenang-
wenang, dan asa penyalahgunaan wewenang. 
1) Asas Pertimbangan 
Ada dua prinsip yang terkandung dalam asas pertimbangan 
yaitu; keharusan bahwa keputusan itu pada umumnya disertai 
suatu pertimbangan, dan pertimbangan keputusan itu sendiri harus 
memadai artinya didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan 
dengan keputusan yang bersangkutan. 
2) Asas Kepastian Hukum formal 
Setiap keputusan yang dikeluarkan harus cukup jelas bagi 
yang bersangkutan, artinya jelas menurut sisi rumusan maupun 
pengertiannya dan jangan bergantung pada penafsiran seseorang. 
Dengan demikian, setiap orang yang berhadapan dengan 
keputusan itu sudah dapat menangkap dan mengetahui apa yang 
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dikehendaki keputusan tersebut. Lain halnya dengan keputusan 
yang masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Maka asas ini 
tidak sepenuhnya berlaku, karena keputusan-keputusan itu 
tentunya masih bersifat umum. 
3) Asas-asas material mengenai isi keputusan. 
Ada beberapa asas yang berkaitan dengan masalah ini yaitu; 
asas kepastian hukum material, asas kepercayaan, asas 
persamaan, asas kecermatan material, asas keseimbangan, asas 
larangan detournement de pouvoir, dan asas larangan willekeur. 
4) Asas Kepastian Hukum Material 
Sudah merupakan ciri pokok dari negara hukum yaitu adanya 
asas legalitas. Karena itu, baik undang-undang yang mengikat 
penguasa maupun warga masyarakat harus jelas dan peraturan itu 
memang memungkinkan diterapkan. 
5) Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan Ditimbulkan 
Apabila Badan atau Penjabat Administrasi Negara telah 
menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji 
semacam itu jangan diingkari. Asas kepercayaan dapat juga 
diterapkan apabila harapan-harapan itu ditimbulkan oleh peraturan-
peraturan kebijakan (pseudo wetgeving) yang dikeluarkan oleh 
instansi yang bersangkutan. Namun karena peraturan kebijakan 
semacam itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan, 
maka Badan atau Penjabat Administrasi Negara yang 
bersangkutan tidak sepenuhnya terikat kepadanya. 
Menurut A. Hamid S. Attamimi, terhadap suatu peraturan 
kebijakan, betapapun dikatakan berbeda dengan peraturan 
perundang-undangan, dalam kenyataannya ia dirasakan "mengikat" 
juga secara umum (algemene bindend), karena masyarakat yang 
terkena peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya.  
6) Asas Persamaan 
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Prinsip dari asas ini menghendaki agar keadaan-keadaan yang 
sama harus diperlakukan secara sama pula, sedangkan bagi 
keadaan yang tidak sama diperlakukan tidak sama sesuai dengan 
tingkatan ketidak-samaannya. Jadi hal-hal atau keadaan tersebut 
harus sama pula relevansinya, artinya relevan dari segi 
kepentingan-kepentingan yang akan diperhatikan dengan 
pengeluaran keputusan tersebut.  
Asas persamaan ini hanya diterapkan terhadap hal-hal atau 
keadaan-keadaan yang semata-mata masuk yurisdiksi instansi 
yang keputusannya disengketakan. Sebaliknya menjadi tidak 
relevan apabila asas ini diterapkan bagi kebijaksanaan yang 
ditempuh oleh instansi lain. 
7) Asas Kecermatan Material 
Asas ini menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada 
seseorang jangan sampai melampaui yang diperlukan, dengan 
dalih untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan 
dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Dalam 
hal-hal tertentu asas ini membawa akibat keharusan diberikannya 
suatu ganti rugi pada pencabutan keputusan yang terjadi. 
8) Asas Keseimbangan 
Bekerjanya asas ini hanya terbatas pada bidang penerapan 
sanksi-sanksi. Artinya apabila Badan atau Penjabat Administrasi 
Negara menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga 
keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot 
pelanggaran yang telah dilakukan. 
9) Asas Larangan Detournement de Pouvoir 
Asas larangan detournement de pouvoir artinya suatu 
wewenang yang diberikan oleh undang-undang itu hanya semata-
mata boleh digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan 
maksud mana wewenang itu diberikan.  
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Dari rumusan di atas, paling tidak ada dua hal yang terkandung 
dalam asas larangan detournement de pouvoir Pertama, wewenang 
penguasa itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum 
(bukan untuk kepentingan yang bermotifkan pribadi penguasa). 
Kedua, dalam kerangka kepentingan umum itu, wewenang tersebut 
hanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan 
oleh pembuat undang-undang. 
10) Asas LaranganWillekeur 
Rumusan mengenai asas larangan willekeur yang dikenal 
selama ini adalah: Pertama, tidak dilakukannya perbuatan 
menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait 
dengan keputusan yang dikeluarkan. Kedua, sudah dilakukannya 
perbuatan menimbang-nimbang sedemikian rupa tetapi tidak 
masuk akal, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya keputusan 
yang sama sekali tidak bisa diterima atau tidak bisa dibenarkan. 
Asas larangan willekeur merupakan salah satu asas dari 
AAUPPL yang sedikit berbeda dengan asas-asas yang lain. Letak 
perbedaannya adalah, asas larangan willekeur pertama-tama 
merupakan "norma untuk menguji secara marginal kebijaksanaan 
yang telah ditempuh" oleh suatu organ Pemerintah. Sebaliknya 
asas-asas yang lain tertuju kepada para organ Pemerintah yang 
indikasinya bagaimana semestinya suatu keputusan yang baik itu 
harus diambil. Baru pada tahap berikutnya asas-asas tersebut 
merupakan ukuran untuk menguji bagi Hakim atau Instansi 
Pengawas lainnya. Jadi pengujian terhadap asas larangan 
willekeur yang dilihat adalah, apakah kebijaksanaannya itu 
melanggar asas larangan willekeur. Jika tidak, maka beschikking-
nya sendiri masih diuji dengan asas-asas yang lain (Jazim Hamidi, 
1999 : 93-97). 
 
4. Pengelompokan AAUPPL 
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Crince Le Roy telah mendeskripsikan hasil temuan-nya ke dalam 
11 (sebelas) asas, yaitu: 
a. Asas kepastian hukum 
b. Asas keseimbangan 
c. Asas bertindak cermat.  
d. Asas motivasi untuk setiap keputusan penjabat administrasi. 
e. Asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan.  
f. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan. 
g. Asas permainan yang layak. 
h. Asas keadilan atau kewajaran.  
i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar.  
j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. 
k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi. 
 
Dalam hal pemerintahan di Indonesia, SF Marbun dan Moh. 
Mahfud MD (2004:59-67), mengklasifikasi asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dalam 13 (tiga belas asas), yaitu :   
1. Asas kepastian hukum (principle of legal security), merupakan 
konsekuensi logis daripada negara hukum , sehingga setiap 
perbuatan adalah tindakan aparatur pemerintah haruslah selalu 
didasarkan pada aturan-aturan hukum.  
2. Asas keseimbangan (principle of proportional), menyangkut 
keseimbangan hak dan kewajiban yang pada hakikatnya 
menghendaki terciptanya keadilan menuju kehidupan yang 
damai. 
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of 
equality). Asas ini konsisten dengan Pasal 27 UUD 1945 yang 
memberikan kedudukan yang sama kepada semua warga 
negara di depan hukum dan pemerintahan 
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness), menuntut 
ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali 
melakukan suatu perbuatan. 
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan hukum (principle 
motivation), bersifat memberi dorongan untuk berbuat, bagi 
perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum.  
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non 
misuse of competence), memberi petunjuk agar pejabat 
pemerintah ataupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh 
bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya. 
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play); memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat untuk 
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mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparatur pemerintah 
mengambil suatu keputusan. 
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of non misuse of 
competence), menuntut ditegakkan aturan hukum agar tidak 
terjadi kesewenang-wenangan. 
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting 
raised expectation), mendorong aparatur pemerintah dalam 
perbuatan hukumnya selalu memperhatikan harapan-harapan 
yang ditimbulkan oleh rakyat atau pihak yang ada dalam 
hubungan hukum yang tercipta sebagai lapangan hukum tata 
pemerintahan.  
10. Asas meniadakan akibat keputusan keputusan yang batal 
(principle of undoing the consequences of annuled decision), 
menuntun aparatur pemerintah agar dalam perbuatan hukum 
yang dilakukannya ternyata dibatalkan oleh lembaga peradilan 
yang berwenang. Artinya, harus menerima resiko untuk 
mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh 
perbuatannya dan jika mungkin keharusan adanya membayar 
ganti rugi.   
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi 
(principle of protecting the personal way of life), di mana 
aparatur pemerintah dalam perbuatan hukum yang 
dilakukannnya haruslah melindungi pandangan hidup yang 
dianut bertentangan dengan Pancasila dan aturan perundang-
undangan yang berlaku. 
12. Asas kebijaksanaan (principle of sapientie), pada dasarnya 
merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, 
pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah, 
sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai 
tujuan tertentu. 
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public 
service), menghendaki agar dalam menjalankan tugasnya, 
aparatur pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.  
 
Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, 
pemerintah menetapkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN). Dengan format yang berbeda dengan AAUPL dari negeri Belanda; 
dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum 
penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut. 
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1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan; 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara 
negara. 
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi 
landasan keteraturan7 keserasian; dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggara negara. 
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan 
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomo-datif, 
dan selektif. 
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur; dan 
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan7 
dan rahasia negara. 
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian 
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut 
pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara 
keseluruhan, berbeda dengan asas-asas dalam AAUPL yang sejak 
semula hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit; sesuai 
dengan istilah 'bestuur’ pada algemeen beginselen van behoorlijk bestuur, 
bukan regering atau overheid, yang mengandung arti pemerintah dalam 
arti luas. Seiring dengan perjalanan waktu, asas-asas dalam UU No. 28 
Tahun 1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan dalam proses peradilan di PTUN; yakni setelah adanya 
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UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 
tentang PTUN.  
 
D. Ketentuan Hukum Acara DalamGugatan dan Pemeriksaan Perkara 
Sengketa Tata Usaha Negara  
Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk 
mendapatkan putusan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). 
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum 
perdatadengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat 
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986). 
Dalam proses gugatan, biasanya ada pihak-pihak yang 
mengajukan gugatan disebut Penggugat, dan pihak yang menerima 
gugatan atau menjadi alamat / sasaran gugatan disebut Tergugat.  
Penggugat, menurut Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 adalah 
seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi 
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
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dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati 
rugi dan/atau rehabilitasi. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa 
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau 
yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum 
perdata 
Hukum acara pengadilan tata usaha Negara merupakan hukum 
acara yang secara bersama-sama diatur dengan hukum materiilnya di 
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.  Ada beberapa ciri khusus 
yang membedakan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 
Pengadilan lainnya, yaitu: 
1) Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk 
mencari kebenaran materiil 
2) Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan Penggugat dan 
Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Dengan mengingat hal 
ini maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan 
bahwa kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum 
perdata), adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan 
Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. 
3) Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. 
4) Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda 
pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang digugat. 
5) Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi 
dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang 
lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang. 
6) Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang 
bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. 
7) Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar 
penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. 




9) Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil enggan 
tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan 
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. 
 
SengketaTata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara 
antara lain: 
a. Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU 
Nomor 5 Tahun 1986) 
Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh 
dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara 
oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas 
terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam 
lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. 
Bentuk upaya administrasi: 
1) Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya 
administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau 
instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang 
bersangkutan. 
2) Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang 
dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan Keputusan itu. 
b. Melalui Gugatan (vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53 UU no. 5 
tahun 1986) 
Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha 
Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang 
atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Subjek atau pihak-
pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 
pihak, yaitu: 
1) Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum 
Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan 
dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di 
daerah. 
2) Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan 
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 
kepadanya. 
 
Peradilan Tata Usaha Negara menjadi wadah bagi segenap 
administrasi negara dalam menyelesaikan berbagai sengketa tata usaha 
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negara. Hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .  
Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (LPTUN) 
mengejewantahkan kekuasaan pengadilan dengan tugas dan wewenang 
tertentu, seperti tertuang dalam Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 yang 
mengatur bahwa : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 
Pasal48 UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa :  
(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi 
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa 
Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan 
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang 
tersedia. 
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang 
bersangkutan telah digunakan. 
 
Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa : Pengadilan 
Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. 
Pasal 51 UU No.5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa :  
(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan 
berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha 
Negara di tingkat banding. 
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan 
berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan 
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan 
Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. 
(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat 
pertama sengketa Tata Usaha Negara  
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(4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat 
diajukan permohonan kasasi. 
 
Pelaksanaan hukum acara gugatan pada Peradilan Tata Usaha 
Negara diatur dalam Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 yaitu :  
(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha 
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan 
yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha 
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, 
dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau 
rehabilitasi. 
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:  
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu 
mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya 
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang 
tersebut; 
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu 
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah 
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut 
dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada 
pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. 
 
Tenggang waktu pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha 
Negara diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yaitu : Gugatan dapat 
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak 
saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara. 
Suatu gugatan dapat saja diterima atau ditolak oleh PTUN, hal ini 
juga sudah diatur dalam Pasal 62  ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 :   
Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang 
memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan 
pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu 
dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : 
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a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam 
wewenang Pengadilan; 
b. syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat 
sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; 
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang 
layak; 
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah 
terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; 
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat 
waktunya. 
 
Pemeriksaan suatu gugatan sengketa yang diajukan kepada PTUN, 
diatur dalam Pasal 63 UU No.5 Tahun 1986 bahwa :  
(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib 
mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi 
gugatan yang kurang jelas. 
(2) Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim: 
a. Wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk  
memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang 
diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; 
b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang bersangkutan. 
(3) Apabila dalam jangka waktu penggugat belum 
menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan 
putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 
(4) Terhadap putusan tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi 
dapat diajukan gugatan baru. 
 
Pasal 75 UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa (1) Penggugat 
dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan 
replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan 
tergugat, dan hal tersebut harus saksama oleh Hakim. (2) Tergugat dapat 
mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan 
duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan 




Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum 
tergugat memberikan jawaban. (2) Apabila tergugat sudah memberikan 
jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan,oleh penggugat akan 
dikabulkan oleh Pangadilan hanya apabila disetujui tergugat. (Pasal 75 
UU No.5 Tahun 1986). 
Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang 
memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat 
yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang 
menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang 
sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa (Pasal 85 ayat (1) UU No.5 
Tahun 1986). 
Pasal 97 UU No.5 Tahun 1986 mengatur: Dalam hal pemeriksaan 
sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-
masing (ayat (1); Putusan Pengadilan dapat berupa : a. gugatan ditolak, b. 
gugatan dikabulkan, c. gugatan tidak diterima, d. gugatan gugur (ayat (7)). 
Pasal 97 UU No.5 Tahun 1986 mengatur; Dalam hal gugatan 
dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Ayat (8)).  
Kewajiban berupa : a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; 
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atau c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan 
didasarkan pada Pasal 3 ((Ayat (9)). Ayat (10) Kewajiban dapat disertai 
pembebanan ganti rugi (Ayat (10)).Dalam hal putusan Pengadilan 
menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban, dapat disertai 
pemberian rehabilitasi. ((Ayat (11)) 
Mengenai pembuktian, Pasal 100 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 
mengatur bahwa : Alat bukti ialah : a. surat atau tulisan; b. keterangan 
ahli; c. keterangan saksi; d. pengakuan para pihak; e. pengetahuan 
Hakim. (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu 
dibuktikan. 
Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : a. akta otentik, 
yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat, umum, 
yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat 
itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang 
peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; b. akta di 
bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-
pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai 
alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di 
dalamnya; surat-surat lainnya yang bukan akta. (Pasal 101 ayat (1) UU 
No.5 Tahun 1986). 
Pasal 108UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa 
(1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum. 
(2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir  
ada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah  Hakim 
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Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat 
tercatat kepada yang bersangkutan. 
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
 
Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa 
(1) Putusan Pengadilan harus memuat : 
a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 
b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau 
tempat kedudukan para pihak yang bersengketa; 
c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 
d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan 
hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu 
diperiksa; 
e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 
f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 
g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama 
Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya 
para pihak. 
(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan tersebut dapat 
menyebabkan batalnya putusan Pengadilan. 
(3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan 
pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh 
Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang. 
 
Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa Pihak yang 
dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya 
perkara. Pasal 115 mengatur bahwa Hanya putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. 
Pasal 116 UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa 
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat 
tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua 
Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama 
selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari. 
(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan 
40 
 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) 
huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang 
disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) 
huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata 
kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat 
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan 
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan 
tersebut. 
(4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua 
Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya 
menurut jenjang jabatan. 
(5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), 
dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan 
dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan 
putusan Pengadilan tersebut. 
(6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan 
mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan 
pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan 
tersebut. 
 
Pasal 117 UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa 
(1) Sepanjang mengenai kewajiban apabila tergugat tidak dapat 
atau tidak dapat dengan sempurna malaksanakan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap 
disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah 
putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh 
kekautan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu 
kepada Ketua Pengadilan dan penggugat. 
(2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima 
pemberitahuan penggugat dapat mengajukan permohonan 
kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar 
sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya. 
(3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan 
memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk 
mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah 
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uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada 
tergugat. 
(4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan 
tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah 
uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan 
dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup 
menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang 
dimaksud. 
(5) Penetapan Ketua Pengadilan dapat diajukan baik oleh 
penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung 
untuk ditetapkan kembali. 
 
Pasal 118 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa dalam 
hal putusan Pengadilan berisi kewajiban bagi tergugat, pihak ketiga yang 
belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan 
sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir 
kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan 
perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada 
Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama. 
Dalam sengketa Tata Usaha Negara, penggugat memiliki hak 
sebagai berikut : 
a. Mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN terhadap suatu 
Keputusan Tata Usahan Negara. (Pasal 53) 
b. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (Pasal 57) 
c. Mengajukan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa 
cuma-cuma (Pasal 60) 
d. Mendapat panggilan secara sah (Pasal 65). 
e. Mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu 
ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, 
sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap (Pasal 67). 
f. Mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai 
dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak 
merugikan kepentingan tergugat (Pasal 75 ayat 1) 
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g.  Mencabut jawaban sebelum tergugat memberikan jawaban 
(pasal 76 ayat 1) 
h. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang 
bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya 
(Pasal 81) 
i. Membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala 
surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah 
memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 
82) 
j. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan 
pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (Pasal 97 
ayat 1) 
k. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan kepada 
Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dalam hal 
terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang 
harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya 
(Pasal 98 ayat 1) 
l. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan ganti rugi 
(Pasal 120) 
m. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan rehabilitasi 
(Pasal 121) 
n. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis 
kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat 
belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya 
secara sah (Pasal 122) 
o. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding 
serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN 
dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau 
kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan 
perantara Panitera Pengadilan (Pasal 126 ayat 3) 
p. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis 
kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan 
(Pasal 131) 
q. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali 
kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 132) 
 
Dalam sengketa Tata Usaha Negara, penggugat memiliki 
kewajiban yaitu : Membayar uang muka biaya perkara (Pasal 59) 
Dalam sengketa Tata Usaha Negara, Tergugat memiliki hak 
sebagai berikut :  
a. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (Pasal 57) 
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b. Mendapat panggilan secara sah (Pasal 65) 
c. Mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai 
dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak 
merugikan kepentingan penggugat (Pasal 75 ayat 2) 
d. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, 
pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan olen 
pengadilan hanya apabila disetujui tergugat (Pasal 76 ayat 2) 
e. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang 
bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya 
(Pasal 81) 
f. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan 
pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (Pasal 97 
ayat 1) 
g. Bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk 
mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa 
tersebut (Pasal 97 ayat 2) 
h. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis 
kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat 
belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya 
secara sah (Pasal 122) 
i. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding 
serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN 
dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau 
kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan 
perantara Panitera Pengadilan (Pasal 126 ayat 3) 
j. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis 
kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan 
(Pasal 131) 
k. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali 
kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 132) 
 
Dalam sengketa Tata Usaha Negara, Tergugat memiliki kewajiban 
yaitu :  
a. Dalam hal gugatan dikabulkan, badan/pejabat TUN yang 
mengeluarkan Keputusan TUN wajib (Pasal 97 ayat 9): 
1) Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan; atau 
2) Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan dan 
menerbitkan Keputusan TUN yang baru; 
3) Menerbitkan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan 
pada Pasal 3 
b. Apabila tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna 
melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan 
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yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan atau 
memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib 
memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan dan penggugat 
(Pasal 117 ayat 1) 
c. Memberikan ganti rugi dalam hal gugatan penggugat atas 
permohonan ganti rugi dikabulkan oleh Pengadilan (Pasal 120) 
d. Memberikan rehabilitasi dalam hal gugatan penggugat atas 



























A. Subyek dan Obyek Gugatan 
Subyek yang bersengketa dalam Nomor : 18/G/2007/-P.TUN.Mks 
adalah ASURANSI JIWA BUMI PUTERA 1912 (penggugat), melawan 
KEPALA KANTOR PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI 
SELATAN (tergugat). 
Obyek yang menjadi gugatan adalah Surat Keputusan Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 570-520-02-53.01-2007, tentang pembatalan 
pendaftaran hak guna bangunan nomor 20076/Banta-Bantaeng 
tercatat atas nama PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 
terletak di kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar. 
B. Duduk Perkara 
 Penggugat merupakan pemilik Sertifikat Hak guna Bangunan 
Nomor 20076/Banta-Bantaeng atas nama Asuransi jiwa Bersama Bumi 
Putera 1912 yang memperoleh melalui akte tanah sertifikat Hak Guna 
Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 21 Juli 2002,Surat 
Ukur Nomor 00236/2002 tanggal 27 Juni 2002 seluas 1.255 meter 
persegi yang terletak di jalan A.P Pettarani Makassar. Tanah tersebut 
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diperoleh penggugat melalui akte jual beli Nomor 607/XII/1980, tanggal 
24 Desember 1980 yang dibuat di hadapan notaris. 
 Bahwa prosedur penerbitan Surat keputusan obyek sengketa 
diawali dengan adanya permohonan pembatalan Sertifikat hak guna 
Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng atas nama penggugat yang di 
ajukan oleh ahli waris almarhum h. Becce Bin Kido selaku pemilik 
sertifikat hak milik 20231/Banta-Bantaeng, yang atas nama H. Becce 
Bin Kido. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan oleh Kepala 
Knator Pertanahan Kota Makassar kepada Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional propinsi Sulawesi Selatan. 
 Tindakan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional 
Privinsi Sulawesi Selatan dalam penerbitan Surat Keputusan yang 
membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-
Bantaeng atas nama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 
membuat posisi tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan 20076/Banta-
bantaengyang tumpang tindih karena berada di atas sebagian tanah 
sertifikat Hak milik Nomor 20231/banta-Bantaeng tercatat atas nama 
Haji becce Bin Kido dan sertifikat Hak Milik nomor 20231/banta-
Bantaeng tersebut telah mengambil tanah sertifikat Hak guna 
Bangunan Nomor 330/Rappocini tercatat atas nama asuransi Jiwa 
Bersama Bumi putera 1912 (Berita acara pengukuran / penetapan 
batas tanggal 26 Desember 2006 dan gambar penetapan Batas Hak 
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Milik Nomor 20231/banta-Bantaeng, surat ukur No.00393/2000 tanggal 
26 Desember 2006 nomor 230/2006). 
C. Permasalahan Hukum 
1. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 
20076/Banta-Bantaeng atas nama asuransi JIwa Bersama Bumi 
Putera 1912 adalah tepat dan sesuai peraturan Pemerintah Nomor 
40 tahun 1997 tentang hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan 
hak Pakai atas tanah sebagaimana yang di atur dalam BAB III Pasal 
19 s/d Pasal 27 dalam Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 1997 
tersebut. Atas tindakan dan keputusan tergugat dalam menerbitkan 
Surat Keputusan Nomor 570-520-02-53-01-2007. Tentang 
pembatalan, pendaftaran Hak guna Bangunan Nomro 20076/Banta-
Bantaeng tercatat atas nama PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI 
PUTERA 1912 terletak dikelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan 
Rappocini Kota Makassar, hanya karena alasan sepihak 
sebagaimana surat yang terdapat dalam keputusan tersebut, 
sehingga dengan demikian bertentangan dengan asas-asas 
kecermatan, asas kepastian Hukum, asas pertimbangan, asas 
kewajiban dan asas kepatuhan sebagaimana yang diatur di dalam 
pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, undang-undang Nomor 5 tahun 1986 




2. Bahwa penerbitan sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-Bantaeng atas nama PT. AURANSI JIWA BERSAMA 
BUMI PUTERA 1912 yang diterbitkan secara prosedural dan sesuai 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 
tentang tata cara pemberian hak dan pembatalan Hak atas tanah 
negara dan hak pengelolaan sebagai yang di atur dalam BAB II 
Bagian kesatu pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 7 undang-
undang Nomor 9 Tahun 1999 adalag sudah memenuhi prosedural, 


















 Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 18/G/2007/PTUN MKS 
dapat diformulasikan intisari putusan sebagai berikut : 
1.  Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tanggal 
21 Juli 2002, Surat Ukur nomor 00236/2002 tanggal 27 Juli 2003 seluas 
1255 M yang terletak di jl. A.P. Pettarani Makassar dengan batas-batas 
sebagai berikut : 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Faisal 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan A.P.Pettarani 
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kantor Departeman Tenaga 
Kerja 
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Becce Bin Kido 
Tanah tersebut diperoleh penggugat melalui akta Jual Beli Nomor 
607/XII/1980, tanggal 24 Desenber 1980 yang dibuat di hadapan 
Notaris Siske Limowa. S.H.. Pejabat pembuat akta tanah di 
Makassar antara penggugat selaku pembeli dari PT. Timurama 
selaku penjual. 
2. Penguasaan fisik atas tanah tersebut tetap dikuasai oleh pihak 
penggugat dengan membangun pagar tembok diisi sebelah barat dan 
kawat duri di sisi sebelah utara. 
3. penerbitan sertifikatHak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng 
atas nama Penggugat adalah sah dan prosedural karena telah sesuai 
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dengan Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1997, tentang Hak Guna 
usaha,hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah dan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 
Tanah dan hak Pengelolaan. 
4. Surat Nomor 570-520-02-53.01-2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang 
Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-
Bantaeng, tercatat atas nama PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 
1912, terletak di kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar. 
  Hakim di PTUN perkara nomor: 18/G/2007/PTUN Mks 
mengambil pertimbangan sebagai berikut: 
1. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukti-bukti 
lainnya. 
2. Mengenai alat-alat bukti yang tidak atau belum dijadikan bahan 
pertimbangan dalam putusan ini, baik alat bukti penggugat maupun alat 
bukti tergugat dan tergugat II intervensi, menurut hemat majelis hakim 
sudah tidak perlu di pertimbangkan lagi karena sudah tidak ada 
urgensinya lagi. 
3. Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan, khususnya 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
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4. Menolak eksepsi tergugat 
Hakim di PTUN Makassar mengadili Perkara Nomor 
18/G/2007/PTUN MKS, menetapkan putusan sebagai berikut: 
1.  Mengabulkan gugatan penggugat untuk selanjutnya 
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Yang diterbitkan oleh tergugat 
berupa surat Nomor 570-520-02-53.01-2007, tanggal 18 Januari 2007 
tentang pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT. Asuransi Jiwa Bersama 
Bumi Putera 1912, terletak di kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan 
Rappocini Kota Makassar. 
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang di 
terbitkan oleh tergugat berupa Surat nomor  570-520-02-53.01-2007, 
tanggal 18 Januari 2007, tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Guna 
Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng, tercatat atas nama PT. 
Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, terletak di kelurahan Banta-
Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
4. Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk 
membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara 
tanggung rentang sebesar Rp. 2.293.000,- (dua juta dua ratus sembilan 









A. Hak-Hak Penggugat yang Dilanggar oleh Surat Keputusan Kepala 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan 
Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat dirugikan dengan 
penerbitan Surat Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-Bantaeng Atas Nama PT.ASURANSI JIWA BERSAMA 
BUMI PUTERA 1912. 
a. Bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek 
sengketa merupakan keputusan sepihak oleh Tergugat tanpa 
melibatkan pihak Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna 
Bangunan yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kota 
Makassar secara prosuderal dan sah. Sehingga dengan 
demikian atas keputusan tersebut pihak Penggugat merasa 
sangat dirugikan. 
b. Bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek 
sengketa membuat tanah milik Penggugat yang bernomor 
Sertifikat HGB 330/Rappocini menjadi terhisap (tumpang 
tindih/overlapping) dengan tanah  yang bersertifikat Hak Milik 







1. Penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa 
merupakan keputusan sepihak oleh Tergugat tanpa melibatkan 
pihak Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan 
yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar 
secara prosuderal dan sah. Sehingga dengan demikian atas 
keputusan tersebut pihak Penggugat merasa sangat dirugikan 
 Surat keputusan obyek sengketa diterbitkan dalam rangka 
pelaksanaan hak-hak pihak ketiga, tapi pihak PT Asuransi Jiwa 
Bersama Bumi Putera 1912 juga merupakan pihak yang harus 
dilindungi hak dan kepentingannya yang pada dasarnya, pelayanan 
HGB memiliki mekanisme atau prosedur/persyaratan yang sudah 
diatur dalam hukum dan perundang-undangan seperti Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997 tentang Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, namun 
kenyataannya belum optimal dilaksanakan dan dalam melindungi 
kepentingan masyarakat. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas bahwa 
pihak Tergugat semakin memperlihatkan kelemahan 
pemahamannya tentang hukum yang berlaku, serta kurang 
profesional, kurang cermat dan sewenang-wenang dalam 
mengambil keputusan terutama dalam mengeluarkan SK No. 570-
54 
 
520.02-53.01-2002, tanggal 12 Juli 2002 TENTANG Pembatalan, 
pendaftaran Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng.  
 
2. Alasan tegugat dalam menerbitkan SuratKeputusan Pembatalan 
adalah: 
a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penngembalian Batas yang 
dilakukan Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 230/2006 
ditemukan fakta yang menunjukkan telah terjadinya tumpang tindih 
sebagian atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-
Bantaeng, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00236/2002 
atas nama Penggugat terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 
00393/2000 tanggal 1 September 2000 atas nama Becce Bin Kiddo 
b. Bahwa terdapat 2 pencatatan yang berbeda pada masing-masing 
sertifikat tersebut diatas, dimana dalam pencatatan lembar 
peralihan Buku Tanah Hak Milik Nomor 20231/Banta-bantaeng 
tercatat : “dikeluarkan satu bahagian berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 12 Juli 2002 
Nomor 570-550-2-53.01-2002 sesuai Surat Ukur tanggal 27 Juni 
2002 Nomor 00236/2002, luas 1.255m sisa luas 6.345m menjadi 
Hak Guna Banguna Nomor 20076/Banta-Bantaeng”. Sedangkan 
pada kolom petunjuk Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 
20231/Banta-Bantaeng menunjuk asal sertifikat tersebut 
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adalah:”Bekas  Hak Guna Bangunan Nomor 330/Kel.Rappocini, 
bukan dari sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-bantaeng 
c. Bahwa Tanah terperkara secara fisik dikuasai oleh H.Nurcang(ahli 
waris  Becce Bin Kiddo) sesuai pernyataan Penguasaan Fisik 
Bidang Tanah (sporadik) tanggal 12 Januari 2007 
 Sehubungan dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota 
Makassar yang menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
No.20076/Banta-Bantaeng telah diterbitkan secara prosedural dan sesuai 
ketentuan yang akan menjadi periksa dihadapan Majelis Hakim yang 
memeriksa perkara ini, karena berdasarkan hasi penelitian yang dilakukan 
oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Pejabat Tata Usaha 
Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng secara fisik 
dan administrasi ditemukan fakta yang menunjukkan telah terjadi tumpang 
tindih sebahagian atas SHGB Nomor 20076/Banta-Bantaeng dan terdapat 
2 pencatatan  yang berbeda masing-masing sertifikat tersebut, dimana 
dalam pencatatan lembar peralihan Buku Tanah Sertifikat Hak Milik 
Nomor 20231/Banta-Bantaeng tercatat dikeluarkan sebagian berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Tanggal 12 
Juli 2002 Nomor 507-550.2.53-01-2002 sedangakan pada kolom petunjuk 
Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng 
berasal dari bekas Hak Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini dan Bukan 
berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PTUN Membatalkan 
SuratKepala Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Sertipikat 
Hak Guna Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tercatat atas nama 
Penggugat berasal dari tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Nomor 330/ Rappocini (sekarang Kelurahan Banta-Bantaeng) yang 
tercatat atas nama Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual bell dari 
PT. Timurama dan bukanlah tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Nomor 488/Rappocini atas nama PT.Timurama. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanggal 09 Jul 2007 
ternyata bahwa posisi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-Bantaeng tercatat atas nama Penggugat berada di atas 
sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 20231/BantaBantaeng tercatat 
atas nama Haji Bacce Bin Kido dan Sertipikat Hak Milk Nomor 
20231/Banta-Bantaeng tersebut telah ikut mengambil tanah Sertipikat Hak 
Guna Bangunan Nomor 330/Rappocini tercatat atas nama Penggugat. 
Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah Sertipikat Hak Guna 
Bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng tercatat atas nama Penggugat 
yang notabene berasal dari tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Nomor 330/Rappocini tercatat atas nama Penggugat haruslah dikeluarkan 
dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng tercatat atas 
nama Haji Bacce Bin Kido karena tanah.,#ersebut bukanlah berasal dan 
tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 488/Rappocini 
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tercatat atas nama PT.Timurama. Hal ini sejalan dengan pencatatan pada 
lembar peralihan Buku Tanah Hek Milik Nomor 20231/Banta-
Bantaeng,:dimana tercatat "dikeluarkan satu bahagian berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 12 Juli 2002 
Nomor 570-550.2-53.01-2002 sesuai Surat Ukur tanggal 27 Juni 2002 
Nomor 0023612002, luas 1.255 M2, sisa luas 6.345 M2 menjadi Hak 
Guna Bangunan Nomor 200761Banta-Bantaeng 
Hal ini berarti bahwa dengan adanya pemberian Hak Guna 
Bangunan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 570-550.2-53.01-2002, tanggal 
12 Juni 2002, maka di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-
Bantaeng tercatat atas nama H. Bacce Bin Kido sudah tidak ada lagi 
tanah yang sekarang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 
20076Banta-Bantaeng tercatat atas nama Penggugat. Dengan kata lain 
sudah tidak ada lagi tumpang tindih lagi antara kedua sertipikat tersebut. 
Karena terbukti memang riwayat tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan 
Nomor 20076/BantaBantaeng berasal dari tanah bekas Sertipikat Hak 
Guna Bangunan Nomor 330/ Rappocini sesuai dengan apa yang tercatat 
pada kolom penunjuk Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-Bantaeng menunjuk esal sertipikat Aersebut adalah : "Bakas 
Hak Guna Bangunan Nomor 330/Kelurahan Rappocini bukan dari 
Sertipikat Hak Milik Nomor 20231/Banta-Bantaeng 
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Berdasarkan Putusan No.18/G.TUN/2007/P.TUN.Mks, diperoleh 
gambaran bahwa Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota 
Makassar menetapkan keputusan yang intinya mengabulkan permohonan 
Penggugat dan sebaliknya membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan.  Hakim 
dalam putusannya, mempersalahkan pihak Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan.  
Pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat 
salah dalam mengambil dasar pertimbangan hukum yakni menerbitkan 
Surat Keputusan Obyek Sengketa yang pada pokoknya membatalkan 
Sertipikat HGB No.20076/Banta-Bantaeng yang hanya didasari dari data 
sepihak dimana pemohon mengajukan bukti putusan pengadilan yang 
tidak ada relevansinya yang kemudian menjadi konsideran menimbang 
Surat Keputusan Tergugat dan Tergugat telah mengabaikan data produk 
kantor Pertanahan Kota Makassar berupa berita acara peninjauan lokasi 
administrasi dan berita acara acara pengecekan lokasi, oleh karena itu 
tindakan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa 
telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 
Selanjutnya Hakim di PTUN yang mengadili perkara Penggugat dan 
Tergugat menyatakan pertimbangannya bahwa menolak keputusan 
Tergugat yang menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar No. 55/G.TUN/2001/P.TUN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi 
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Tata Usaha Negara Makassar No. 18/BDG.TUN/2002/PT.TUN.Mks 
ternyata bahwa yang menjadi subyek gugatan adalah PT.Asuransi Jiwa 
Bersama Bumi Putera 1912 sebagai penggugat megajukan gugatan 
terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai tergugat 
dengan obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik No.20231/Kelurahan 
Banta-Bantaeng, sedangkan dalam perkara yang sebenarnya yang 
menjadi subyek gugatan adalah PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 
1912 sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor 
Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan sebagai tergugat 
dengan obyek gugatan berupa: Surat Keputusan yang berisi Pembatalan 
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.20076/Banta-Bantaeng atas nama 
PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang diterbitkan oleh Kantor 
Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan. Berdasarkan hal 
tersebut subyek gugatan dengan obyek gugatan kedua putusan tersebut 
adalah berbeda. 
Mempertimbangan nilai-nilai atau norma-norma hukum 
(yurisprudensi) yang berlaku sebelum mengambil suatu keputusan di 
kalangan pejabat publik, pada dasarnya sangat dianjurkan atau 
dikehendaki oleh hukum positif karena hukum positif mengakui hukum 
tertulis dan hukum tidak tertulis. Namun permasalahannya adalah 
pertimbangan itu muncul ketika suatu keputusan telah dikeluarkan oleh 
Tergugat atau telah dilaksanakan oleh Penggugat sehingga tidaklah 
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mungkin ditarik kembali atau dibatalkan kecuali setelah melalui putusan 
hakim dalam proses hukum di pengadilan.  
Sebagaimana dikatakan oleh Indroharto(1993) bahwa dasar-dasar 
pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat 
digugat adalah yang : bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, melanggar larangan detournement de pouvoir, 
menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur) dan 
bertentangan dengan AAUPL. 
Tindakan keputusan Tergugat yang menganggap kedua putusan 
pengadilan baik subyek dan obyeknya adalah salah dan tindakan tergugat 
yang menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No.20076/Banta-
Bantaeng adalah tindakan yang bertentangan atau melanggar larangan 
detournement de pouvoir dan menyimpang dari nalar yang sehat 
(melanggar larangan willekeur), sehingga pendapat yang dikemukakan 
oleh Indroharto di atas adalah benar. 
Secara keseluruhan dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa pertimbangan dan putusan Hakim di PTUN yang membatalkan SK 
Pendaftaran hak guna bangunan Nomor 20076/Banta-Bantaeng yang 
dikeluarkan oleh Tergugat adalah sesuai dan benar dalam memenuhi hak-






C. Pembahasan  
Keputusan Tergugat menerbitkan Hak Guna Bangunan Nomor 
20076/Banta-Bantaeng membuat tanah Bahwa penerbitan surat 
keputusan yang menjadi obyek sengketa membuat tanah milik Penggugat 
yang bernomor Sertifikat HGB 330/Rappocini menjadi terhisap (tumpang 
tindih/overlapping) dengan tanah  yang bersertifikat Hak Milik Nomor 
20231/Banta-Bantaeng atas nama Haji Becce Bin Kiddo adalah 
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-
asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL). 
2. Tinjauan terhadap Asas-asas umum pemerintahan yang baik 
Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Pembatalan Pendaftaran 
HGB Nomor 570-520-02-53-01kepada Penggugat, juga berarti bahwa 
Tergugat mempermainkan hak-hak hukum Penggugat  atau tidak 
memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga menimbulkan 
kekhawatiran bagi pada diri Penggugat.  
Sikap Tergugat menerbitkan Surat Pembatalan Pendaftaran HGB 
Nomor 570-520-02-53-01 adalah sikap yang mendiskriminasi dan tidak 
adil, karena Tergugat dalam menerbitkan surat pembatalan HGB tidak 
melibatkan Penggugat, bahkan Tergugat terkesan memihak kepada pihak 
tergugat intervensi II sehingga tindakan keputusan Tergugat tersebut 




Penggugat sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama 
dihadapan hukum dengan warga negara lainnya sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 27 UUD 1945, namun Tergugat justru membuat perbedaan 
perlakuan terhadap Penggugat dalam memperoleh hak-haknya, sehingga 
sikap dan tindakan Tergugat melanggar asas kesamaan dalam mengambil 
keputusan (principle of equality). 
Tergugat sangat jelas mencampuradukkan kewenangannya dalam 
mengambil keputusan yakni menerbitkan Surat Pembatalan Pendaftaran 
HGB Nomor 570-520-02-53-01kepada Penggugat namun disisi lain 
mengadopsi kewenangan pihak lain ke dalam kewenangannya yang 
menyebabkan tergugat merugikan hak-hak Penggugat. Tindakan 
Tergugat demikian melanggar asas jangan mencampuradukkan 
kewenangan (principle of non misuse of competence). 
Penggugat yang telah memiliki Hak Guna Bangunan berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala kantor Pertahanan Kota Makassar Nomor 570-
550.2-53.01-2002 kemudian dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan SK 
Pembatalan HGB disertai alasan-alasan asal muasal kepemilikan tanah, 
terjadinya tumpang tindih tanah yang satu dengan tanah yang lain, 
putusan pengadilan umum dan tuduhan-tuduhan pelanggaran yang 
dilakukan Penggugat sehingga Penggugat semakin dibatasi hak-haknya. 
Hal tersebut mengindikasikan pelanggaran asas permainan yang layak 
(principle of fair play) dan melanggar asas keadilan atau kewajaran 
(principle of non misuse of competence). 
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Tindakan Tergugat yang beberapa kali mengeluarkan keputusan 
perintah penghentian kegiatan membangun kepada Penggugat, tentunya 
sangat merugikan hak-hak Penggugat baik dari aspek materil seperti 
hilangnya(terhisap) sebagian dari tanah yang dimiliki penggugat, immateril 
(seperti kerugian waktu, tenaga dan pemikiran), yang menyebabkan 
Tergugat digugat oleh Penggugat dan Hakim di PTUN memutuskan 
pembatalan SK Pembatalan HGB dan Tergugat menanggung resiko  
untuk mengembalikan hak-hak Penggugat yang dirugikan oleh 
perbuatannya. Atas dasar itu, Tergugat melanggar asas meniadakan 
akibat keputusan keputusan yang batal (principle of undoing the 
consequences of annuled decision). 
Secara keseluruhan dari uraian di atas dapat dismpulkan bahwa 
Pembatalan SK perintah penghentian kegiatan membangun yang 
diterbitkan Tergugat oleh Hakim di PTUN adalah sangat tepat karena 
secara nyata melanggar hak-hak Penggugat dalam keseluruhan asas-
asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pembatalan SK tersebut 
sama artinya mengembalikan hak-hak Penggugat dalam memperoleh 
Surat Hak Guna Bangunan. 
 
3. Tinjauan terhadap Asas-asas Umum pemerintahan yang baik 
Sehubungan dengan keputusan Tergugat memberi izin (IMB) 
kepada Penggugat dan beberapa kali mengambil keputusan untuk 
menghentikan kegiatan membangun, dapat ditinjau dari aspek asas-asas 
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umum pemerintahan yang layak (AAUPL), sebagaimana diuraikan berikut 
ini.  
Keputusan tergugat dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertahanan 
Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan menerbitkan surat pembatalan HGB 
yang kepada Penggugat yang berasal dari Kepala Badan Pertahanan 
Nasional Kota Makassar  jelas Tindakan Tergugat demikian melanggar 
asas kecermatan formal, karena seharusnya Tergugat tidak perlu 
melakukannya jika tindakannya didasarkan pada asas kecermatan formal.  
Pelanggaran asas kecermatan formal oleh Tergugat juga tercemin 
dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam menerbitkan SK pembatalan 
HGB kepada Penggugat, yang terkesan sengaja untuk membenarkan 
tindakannya. Ketidakcermatan juga sangat jelas tercermin dari ketiadaan 
satupun alasan yang menyentuh hak-hak Penggugat. 
Tergugat terkesan mengambil keputusan (beschikking) tanpa 
didasari prinsip dan alasan yang jelas atau tidak relevan dengan 
kepentingan hak Penggugat, tidak didasari persiapan yang matang, 
seenaknya membatalkan keputusan yang telah dibuat instansi 
dibawahnya, dan akibatnya harus menemui suatu kenyataan yaitu 
pembatalan keputusannya oleh Hakim di PTUN. 
Tergugat dalam tindakannya cenderung mengambil keputusan 
secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hak-hak 
Penggugat yang dilanggar, bahkan Tergugat terkesan mengemukakan 
alasan yang tidak subtansial dalam membenarkan tindakan kesewenang-
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wenangannya. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah memberikan 
kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan keluhan-keluhannya, 
namun disisi lain Tergugat justru lebih banyak menerima bukti-bukti yang 
diberikan oleh terggugat II intervensi pengaruh dari luar seperti Putusan 
Pengadilan Umum, dan Surat Tanah sehingga Tergugat terkesan 
memihak pada satu pihak saja.  
Sikap keberpihakan Tergugat kepada salah satu pihak (bukan 
kepada Penggugat) secara nyata dan jelas melanggar asas Fair Play, 
yang menyebabkan kerugian dan pencabutan hak-hak Penggugat. 
Tergugat seharusnya tidak bisa menghalangi-halangi dengan cara apapun 
perolehan hak-hak Penggugat. 
Sikap keberpihakan Tergugat berimplikasi pula kepada lahirnya 
keputusan yang menyalahi hak-hak Penggugat, karena keputusan yang 
dibuat justru bukan ditujukan kepada kepentingan Penggugat melainkan 
untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, Tergugat mengambil keputusan 
perintah penghentian kegiatan membangun tanpa melalui prosedur hukum 
yang jelas, sehingga tindakan Tergugat demikian menyalahi asas 
Larangan Detournementde Procedure atau melakukan prosedur 
pengambilan keputusan yang salah. 
Mencermati lebih jauh mengenai formulasi keputusan yang dibuat 
oleh Tergugat, sebagaimana tercemin dari alasan-alasan yang 
dikemukakan dan menyertai setiap SK pendaftaran HGB, maka dengan 
jelas menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat terkesan 
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tergesa-gesa, dan kurang sesuai fakta, bernuansa kepentingan sepihak 
yang menguntungkan pihak lain (bukan Penggugat) namun sangat 
merugikan kepentingan Penggugat. Atas dasar itu maka tindakan 
Tergugat  melanggar asas pertimbangan. 
Secara keseluruhan dari uraian diatas menggambarkan bahwa 
Tergugat secara nyata melanggar asas-asas dalam AAUPB dan AAUPL, 
sehingga dapat pula dikatakan bahwa Tergugat dengan keputusan 
pembatalan pendaftaran HGB telah melanggar hak-hak Penggugat 
berupa hak atas kepastian hukum, hak atas keseimbangan hak dan 
kewajiban, hak atas persamaan dihadapan hukum, hak atas perlakuan 
yang adil dan jujur, hak diperlakukan tidak sewenang-wenang, hak 
memenuhi kebutuhan/kepentingan/harapannya, hak atas perlindungan 
pandangan hidup, hak mendapat pelayanan yang baik, hak berpartisipasi 
dalam pembangunan, dan hak atas kelancaran kegiatan membangun atau 
tidak dihalang-halangi dalam memenuhi kebutuhan/kepentingannya. 
Tergugat, dalam kenyataannya, salah menempatkan pertimbangan 
hukum positif dan hukum kebiasaan dalam mengambil keputusan 
pembatalan pendaftaran HGB kepada Penggugat. Tergugat seharusnya 
mengambil pertimbangan hukum kebiasaan pada saat sebelum 
mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh hak-haknya 
dalam memperoleh surat pendaftaran HGB, bukan pada saat Penggugat 
melaksanakan hak-haknya atas pendaftaranHGB. 
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Konsepsi tersebut sejalan dengan pendapat John Austinyang 
menyatakan bahwaada dua bentuk hukum yaitu "positive law" 
(maksudnya undang-undang) dan "positive morality" (maksudnya hukum 
kebiasaan). Logika hukumnya adalah undang-undang dan hukum 
kebiasaan akan diakui sebagai hukum, apabila telah dikukuhkan oleh 
penguasa yang berwenang (SF Marbun, 2001). 
Keputusan Hakim di PTUN membatalkan Surat Keputusan No.570-
828-53-01 tertanggal 20 Maret 2007 didasarkan pada pertimbangan 
Peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Pengelolaan. Dengan 
putusan hakim atas pembatalan SK tersebut, memberikan rasa keadilan 
bagi Penggugat dalam memperoleh hak-haknya, memberikan 
perlindungan hukum yang sah dan jelas dalam melaksanakan hak-hak 
Penggugat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen (1993) yang 
menyatakan bahwa pada saat menerapkan asas hukum (AAUPL), hakim 
harus memperhatikan aspek kepastian/ legalitas hukum dan aspek 
keadilan. 
Hakim di PTUN, dalam memeriksa/mengadili perkara Penggugat 
dan Tergugat, menerapkan metode penalaran hukum induksi dan deduksi. 
Hal ini tercermin pada penyajian pertimbangan (lihat Putusan, terlampir) 
dengan terlebih dahulu merumuskan fakta, mempelajari materi gugatan 
Penggugat,  menghubungkan antara alasan-alasan yang dikemukakan 
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oleh Tergugat dengan kronologis peristiwa penerbitan SK pembatalan 
pendaftaran HGB oleh Tergugat kepada Penggugat, mengidentifikasi 
pelanggaran-pelanggaran AAUPB dan AAUPL yang dilakukan oleh 
Tergugat berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 
kemudian mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan 
Penggugat dan sebaliknya menolak atau membatalkan keputusan 
Tergugat.  
Metode penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim PTUN 
tersebut, sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon(1978) bahwa 
penerapan asas hukum (termasuk AAUPL) oleh Hakim Administrasi di 
pengadilan, secara teknis dapat didekati dengan dua cara yaitu melalui 
penalaran hukum induksi dan deduksi. Pada metode induksi, langkah 
pertama yang dilakukan hakim dalam menangani sengketa adalah 
merumuskan fakta, mencari hubungan sebab-akibat, dan mereka-reka 
probabilitasnya, kemudian diikuti dengan metode deduksi, di mana 
langkah awalnya adalah mengumpulkan fakta-fakta, dan setelah fakta 
berhasil dirumuskan, dilakukanlah upaya "penerapan hukum (asas 
hukum)."  
Hakim di PTUN yang memeriksa atau mengadili perkara Penggugat 
dan Tergugat, bukan sekedar menerapkan hukum melainkan juga 
melakukan penemuan hukum. Selain itu juga menyentuh norma-norma 
hukum yang berlaku dalam hukum kebiasaan di masyarakat. Oleh karena 
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itu, putusan hakim didasarkan pada metode penerapan dan penemuan 
hukum.  
Metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang dilakukan oleh 
Hakim PTUN tersebut, sejalan dengan pendapat Soetjpto Rahardjo (2006) 
yang menyatakan bahwa langkah utama dalam penerapan hukum adalah 
mengidentifikasi aturan-aturan hukum untuk mengetahui suatu kondisi 
hukum yang bermacam-macam. Hakim berpegang pada asas "ius curia 
novit" atau wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Hakim berpegang pada rasio hukum yang terkandung dalam peraturan 
hukum, selanjutnya menetapkan metode interpretasinya yang tepat.  
Dalam melakukan penemuan hukum, hakim di PTUN melakukan 
interpretasi-interpretasi (penafsiran) terhadap fakta-fakta yang diajukan 
oleh Penggugat dan Tergugat kemudian menarik suatu kesimpulan, yang 
selanjutnya mengantarkan kepada penetapan putusan yakni membatalkan 
SK Pendaftaran HGB yang dibuat oleh tergugat. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Bagir Manan (2005) bahwa untuk mempertemukan antara 
kaidah hukum dengan peristiwa hukum atau fakta, diperlukan berbagai 
metode yaitu: metode penafsiran dan metode konstruksi. Dalam konteks 
Yurisprudensi, hakim menjalankan fungsinya terutama menciptakan rasa 
kepastian hukum di masyarakat serta mencegah terjadinya kemungkinan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian analisis kasus dan pembahasan, dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :  
3. Hak-hak Penggugat yang dilanggar oleh Surat Keputusan (SK) 
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-
Selatan tentang pembatalan pendaftaran Hak Guna 
Bangunanadalah hak atas kepastian hukum, hak atas 
keseimbangan hak dan kewajiban, hak atas persamaan dihadapan 
hukum, hak atas perlakuan yang adil dan jujur, hak diperlakukan 
tidak sewenang-wenang, hak memenuhi 
kebutuhan/kepentingan/harapannya, hak atas perlindungan 
pandangan hidup, hak mendapat pelayanan yang baik, hak 
berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak atas kelancaran 
kegiatan membangun atau tidak dihalang-halangi dalam memenuhi 
kebutuhan/kepentingannya.  
4. Hakim di PTUN dalam putusannya membatalkan SK Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan dalam mengambil 
pertimbangan dengan metode penerapan/penemuan hukum dan 
menyimpulkan antara lain :  
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a. Mempersalahkan Tergugat karena mengambil keputusan yang 
tidak melibatkan pihak penggugat dalam membatalkan Surat 
Pembatalan Hak Guna Bangunan milik penggugat. 
b. Keputusan Tergugat atas perintah penghentian kegiatan 
membangun kepada Penggugat melanggar AAUPB dan 
AAUPL, terutama asas bertindak cermat (principle of 
carefulness), asas keadilan atau kewajaran (principle of non 
misuse of competence), asas perlindungan atas pandangan 
(cara) hidup pribadi (principle of protecting the personal way of 
life), asas kecermatan formal, asas larangan Detournementde 
Procedure, asas kepastian hukum formal, asas larangan 
Detournement de Pouvoir, asas laranganWillekeur. 
 
2. Saran   
Berdasarkan uraian kesmipulan tersebut, dapat kemukakan saran 
sebagai berikut :  
1. Diharapkan kepada Instansi Pemerintah, khususnya Kantor Badan 
Pertanahan  Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan agar dapat 
memperhatikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 
demi tercapainya solusi yang tepat untuk tertibnya administrasi 
dalam menerapkan suatu keputusan.   
2. Diharapkan kepada Hakim di PTUN untuk mempertahankan 
metode penerapan hukum dan penemuan hukum dalam setiap 
mengambil pertimbangan dan putusan atas suatu sengketa 
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administrasi negara. Selain itu juga diharapkan agar tetap konsisten 
dalam menerapkan standar hukum yang sama untuk kasus yang 
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